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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan

transliterasinya.
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B be
.l Ta T Te
O Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha H ha (dengan titik di bawah
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 zet (dengan titik di atas
B Ra R Er
B Zai z Zet




Sin S Es

o
U Syim Sy esdan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah
Ua Dad D de (dengan titik di bawah
BN Ta T te (dengan titik di bawah)
5k Za Z zet (dengan titik di bawah)
& Ain ‘ Komater balik di atas

¢ Gain G ge

s Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

| Kaf K Ka

J Lam L el

o Mim M Em

O Nun N En

B Waw W We

° Ha H Ha

3 Hamzah ? Apostrof

% Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:
a. Vokal Tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :




Tanda Nama Huruf Latin Nama
-’ fathah A A
—, Kasrah I I

3 dammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
s’ fathah dan ya Ai adani
s fathah dan waw Au adanu
Contoh:
Ikataba:Sic
| fa"aladed
| I foa S
¢. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
\ fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas




“— Kasrah dan ya I i dan garis di atas
9 dammah dan wau U u dan garis di atas

—

Contoh:

qala : 3

rama : <l

gila : &J

d. Ta marbiutah
Transliterasi untuk ta marbitah ada dua:

1) Ta marbiitah hidup
ta marbiitah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan

«ammabh, transliterasinya (t).
2) Ta marbutah mati

Ta marbiitah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h).

2) Kalau pada kata yang terakhir dengan fa marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al/ serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
| raudah al-atfal - raudatul a,(fdl:d ) M\Y.Lé\
| al-Madinah al-munawwarah : \hd&g&ﬂ.«.’aiﬁ

| talhah:Aalad



e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
| rabbana ; il
| nazzala 2 ]
| al-birr ‘-‘-.L)
| al-hajj - Msx

| nu'ima 2za

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: ! , J namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti olch

huruf gamariah

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan

bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun gqamariah, kata



sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.

Contoh:

| .ur-rajulu:u »d
| as-sayyidatu: w38
asy-syamsu: Lda

| ul-galamu :‘Ea
| ul-jalalu a3

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
| ta'khuzina :3&550
| an-nau’:\L 56
| syai’un P e
| inna :O)
I umirtu:\*\)@

| akala 'S



h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim (kata benda),
maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Wa mamuhammadunillarastl
[nna awwalabaitinwudi alinnasilallazibibakkotamubarakan
Svahru Ramadan al-laz*unzilafihi al-Qur’anu
SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur’anu
Walagadra ahubilufug al-mubin
Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
yang tidak dipergunakan.

Contoh:

| Nasrunminallahiwafathungarib



| Lillahi al-amrujami’an
| Lillahil-amrujami’an

Wallahubikullisyai®in “alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu

tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu fajwid



ABSTRAK

LIA JULIANA SARI, 1501270130. Analisis Kebijakan Bank Indonesia
Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah di Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
kebijakan Bank Indonesia dalam perkembangkan transaksi pasar uang antar
bank syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif-

Penelitian dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti kepada asisten manajer fungsi asesmen ekonomi dan
surveilans kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Teknik
dan alat pengumpulan data yvang digunakan yaitu wawancara dan obesvasi.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif
analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa
penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi pasar
uang antar bank syariah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan
dengan bertambahnya jumlah transaksi pasar uang antar bank syariah dari
periode januari 2018 sampai periode januari 2019. Hal ini didukung dengan
adanya kebijakan Bank Indonesia terkait transaksi pasar uang antar bank syariah
vaitu peraturan Bank Indonesia dan surat edaran yang diterbitkan Bank
Indonesia, serta fatwa MUI tentang pasar uang antar bank syariah.

Kata Kunci : Kebijakan, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah



ABSTRACT

LIA JULIANA SARI, 1501270130. Analysis of Bank Indonesia Policies
in the Development of Inter-Bank Islamic Money Markets in the Bank
Indonesia Representative Office of North Sumatra Province. Advisor for Isra
Hayati, S.Pd, M.Si.

This study aims to find out how the application of Bank Indonesia policies
in developing interbank money market transactions. The research approach used
is a qualitative approach.

The study was conducted by giving a series of questions raised by
researchers to the assistant manager of the economic assessment and surveillance
functions of the representative office of Bank Indonesia, North Sumatra Province.
Data collection techniques and tools used are interviews and obesity. The data
analysis technique used is descriptive data analysis technique.

Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that the
application of Bank Indonesia policies in developing money market transactions
between Islamic banks is done very well. This is indicated by the increase in the
number of money market transactions between Islamic banks from January 2018
to January 2019. This is supported by the existence of Bank Indonesia policies
related to Islamic interbank money market transactions, namely Bank Indonesia
regulations and circulars issued by Bank Indonesia, and fatwas MUI about the
Islamic interbank money market.

Keywords: Policy, and Islamic Interbank Money Market
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat ini telah
meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini
mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga
diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah

yang lebih likuid dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan
pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan
pengembangan instrumen PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan
demikian instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas
perbankan syariah menjadi lebih beragam. Selanjutnya, mengingat pelaku pasar
lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai dengan kebutuhannya, maka
diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS
tersebut. Dalam rangka pengembangan instrumen PUAS dimaksud Bank
Indonesia perlu mengatur dan menetapkan instrumen PUAS yang dapat
digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk
menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip

Syariah.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/xx1x/PB1/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 14/xx1x/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan



mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

Pada tahun 2015 peraturan bank indonesia tentang pasar uang antar bank
syariah telah direvisi kembali menjadi peraturan bank indonesia Nomor
17/4/PBI/2015. PBI Nomor 17/4/PBLI/2015 menjelaskan tentang sasaran akhir
kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah
pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan pelaksanaan
operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang
antarbank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, efektifitas operasi
moneter syariah memerlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah
yang berfungsi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, ketersediaan
alternatif instrumen dan mekanisme transaksi pada pasar uang antarbank

berdasarkan prinsip syariah menjadi penting untuk terus dikembangkan.

Peran industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang
semakin meningkat dalam membiayai pertumbuhan ekonomi memerlukan
dukungan pengelolaan likuiditas yang semakin baik. Terbatasnya instrumen
syariah untuk pengelolaan likuiditas di pasar keuangan domestik akan
meningkatkan urgensi perlunya pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan
prinsip syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan alternatif
pengelolaan likuiditas adalah dengan menambahkan mekanisme transaksi surat
berharga syariah dengan cara repurchase agreement(penjualan surat berharga
syariah dengan janji membeli kembali). Pada gilirannya, keberadaan pasar uang
antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik diyakini
berperan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media
pengelolaan risiko likuiditas.

Instrumen dan mekanisme transaksi di pasar uang antarbank berdasarkan
prinsip syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang
berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah. Fatwa yang dimaksud
yaitu Dewan Syari'ah Nasional No : 37/DSN-MUI/X/2002 menimbang :

1. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan

oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana



atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadikarena dana yang terhimpun

belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;

2. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan
adanya pasar uang antarbank;

3. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip
syariah.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan
badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
Sebagai badan hukum publik, bank indonesia berwenang menetapkan peraturan
hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai
tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, bank indonesia dapat
bertindak untuk dan atas nama sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)
yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara periode
Januari 2019 tercatat transaksi di pasar uang antar bank syariah terus menurun
sebesar Rp 241 miliar, jika dibandingkan bulan Desember 2018 Rp 1.157 triliun.
Tidak hanya itu jika dilihat pada tahun sebelumnya dibulan yang sama, tercatat
transaksi pasar uang antar bank syariah sebesar Rp 13 miliar periode Januari 2018.
Sementara dari sisi pendanaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Dana
Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah saat ini masih sangat melimpah dan
perbankan syariah cenderung tidak memerlukan likuiditas berlebih dikarenakan
pangsa pasar yang masih kecil.

Menurunnya jumlah transaksi pasar uang antar bank syariah di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menunjukan bahwa penerapan
kebijakan Bank Indonesia tentang pasar uang antar bank syariah belum di
manfaatkan secara maksimal oleh pelaku pasar uang antar bank syariah.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sumatera Utara penyebab menurunnya pasar uang antar bank syariah yaitu
kurangnya ketertarikan perbankan syariah untuk melakukan transaksi di pasar

uang antar bank syariah, pasar uang antar bank syariah tidak dapat digunakan



untuk perdagangan (frading) sebagaimana terjadi di pasar uang antar bank

konvensional. Selain itu transaksi pada pasar uang antar bank syariah tidak stabil,

dikarenakan perbankan syariah sekarang memilik likuiditas yang melimpah.
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul penelitian :
“Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar

Uang Antar Bank Syariah”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat di identifikasi masalah guna
mempermudahkan penelitian yaitu bahwa :
1. Kurangnya ketertarikan perbankan syariah untuk melakukan transaksi
di pasar uang antar bank syariah
2. Kurang maksimalnya penerapan kebijakan bank indonesia pada pasar
uang antar bank syariah

3. Tidak stabilnya transaksi pasar uang antar bank syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan di atas, maka terdapat
masalah pokok yang yang akan dibahas pada proposal ini yaitu bagaimana
penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi pasar uang

antar bank syariah ?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan
Kebijakan Bank Indonesia Dalam mengembangkan Transaksi Pasar Uang Antar

Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menurut Arikunto adalah mencarikan penjelasan dan
jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan
yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah :



1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan teori
dengan permasalahan yang ada di lapangan.
b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelatithan dan
kerjasama dalam meningkatkan produktivitas karyawan.
2. Manfaat Praktis
Memberikan masukan bagi pihak lembaga-lembaga perbankan syariah
untuk mengembangkan berbagai kebijakan perbankan khususnya untuk
pasar uang antar bank syariah
3. Bagi Peneliti
a. Wadah merelisasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di
bangku perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini dapat jadi acuan untuk penelitian lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berdasarkan buku “Panduan Skripsi dan Tugas
Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” 2018.
Adapun penulisan proposal ini, penulis membahas beberapa komponen dalam

proposal penelitian ini, yaitu :'

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk
melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan

jurnal yang mendukung kajian.

! Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, 2018.



BAB II1 METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan
Waktu Penelitian, Kehadiran Penelitian, Tahapan Penelitian, Data dan
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan juga

Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian,

dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Kebijakan Bank Indonesia

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Pasar Uang Antarbank
berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka
pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta
asing. Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah
instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana
transaksi di PUAS.Instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS
adalah instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang
mengatur mengenai instrumen PUAS. Dimana Peserta PUAS dilarang

mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia.

Adapun Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah :

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengendalian moneter khususnya pengendalian moneter
berdasarkan prinsip syariah dan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar
uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, perlu dilakukan pengembangan
pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan
baik;

b. Bahwa pengembangan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah
sebagai sarana pengelolaan risiko likuiditas diperlukan untuk mendukung
ketahanan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah,;

c. Bahwa untuk pengembangan pasar uang antar bank, alternatif pemenuhan
kebutuhan likuiditas perbankan syariah melalui transaksi pasar uang antar

bank berdasarkan prinsip syariah perlu diperkaya dengan transaksi surat

? Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 1



berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji
membeli kembali (Repurchase Agreement);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia
Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);’

Peraturan bank indonesia tentang pasar uang antar bank berdasarkan
prinsip syariah yaitu :

Pasal 1 : Ketentuan Umum

a. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan
di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Perbankan Syariah.

c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Perbankan Syariah.

d. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya

disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 1



dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang
pasar uang rupiah dan valuta asing.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya
disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank
berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Transaksi (Repurchase Agreement) Surat Berharga Syariah berdasarkan
Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut transaksi Repo Syariah adalah
transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta
PUAS lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji
pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.*

Pasal 2 : Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah

Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, dan/atau BUK.

Dalam melakukan transaksi di PUAS, peserta PUAS dapat menggunakan
Perusahaan Pialang.

Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS untuk dan atas

nama peserta PUAS.’

Pasal 3 : Penerbitan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah

a.

b.

BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan dana.

BUK hanya dapat melakukan penempatan dana.’

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah, h.

> Ibid, h. 3
® Ibid, h. 4
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Pasal 4 : Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah

a. Instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS adalah
instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang
mengatur mengenai instrumen PUAS.

b. Peserta PUAS dilarang mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum

diatur oleh Bank Indonesia.’

Pasal 5 :

a.

BUS atau UUS dapat mengajukan usulan Instrumen PUAS selain yang telah
diatur oleh Bank Indonesia.

Usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Bank Indonesia.

BUS atau UUS yang mengajukan usulan Instrumen PUAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memperoleh fatwa mengenai
kesesuaian Instrumen PUAStersebut dengan prinsip syariah dari Dewan
Syariah Nasional.

Setelah Bank Indonesia menyetujui usulan Instrumen PUAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia, yang antara lain mencakup karakteristik
dan persyaratan Instrumen PUAS, mekanisme transaksi, penyelesaian
transaksi dan pelaporan.

Tata cara pengajuan usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.®

Pasal 6 :

BUS atau UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS setelah Bank

Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai

Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).”

7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 4

8 Ibid, h. 4
% Ibid, h. 5
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Pasal 7 :

a.

Peserta PUAS wajib menggunakan surat berharga syariah dalam Transaksi
Repo Syariah.

Dalam hal Peserta PUAS melakukan transaksi repurchase agreement atas
surat berharga syariah, peserta PUAS wajib melakukan transaksi tersebut
melalui Transaksi Repo Syariah.

Transaksi Repo Syariah yang dilakukan di PUAS adalah Transaksi Repo
Syariah dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun.

Mekanisme Transaksi Repo Syariah diatur dengan Surat Edaran Bank

- 1
Indonesia.'”

Pasal 8 : Pelaporan

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia

sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi

PUAS.!

Pasal 9 : Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia

a.

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS untuk
memastikan kepatuhan peserta PUAS terhadap pelaksanaan peraturan Bank
Indonesia ini.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

1) pemeriksaan langsung;

2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan; atau

3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS, Bank Indonesia

berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

‘% peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5

" Ibid, h. 5
2 Ibid, h. 6
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Pasal 10 : Sanksi
a. Peserta PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
rupiah).
b. Peserta PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal

7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis."

Pasal 11 :
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf'b
dilaksanakan dengan mendebet rekening giro rupiah peserta PUAS pada Bank

Indonesia.'*

Pasal 12 :
Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai pelaporan transaksi PUAS."

Pasal 13 : Ketentuan Penutup

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal30 Maret 2007
tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007
tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.'®

3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 6

" Ibid, h. 7

*° Ibid, h. 7

'® Ibid, h. 7
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Pasal 14 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia

ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."”

Pasal 15 :
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.'®

Surat Edaran dalam Prihal pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip

Syariah yaitu :

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693), perlu untuk mengatur
kembali ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip

Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut':
Ketentuan Umum :

a. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Perbankan, termasuk kantor cabangdari bank yang berkedudukan di
luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai Perbankan Syariah.

Y7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 7

*® Ibid, h.

' SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 1
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Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Perbankan Syariah.

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya
disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang
pasar uang rupiah dan valuta asing.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang sclanjutnya
disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank
berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang digunakansebagai sarana transaksi di PUAS.

Transaksi (Repurchase Agreement) Surat Berharga Syariah Berdasarkan
Prinsip Syariah yang selanjutnya disebutTransaksi Repo Syariah adalah
transaksi penjualan surat berharga syariah oleh BUS, UUS, atau BUK kepada
BUS, UUS, atau BUK lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga
yang diterbitkan berdasarkan prinsipsyariah, baik oleh Pemerintah maupun
Korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing.

Al-bai” ma’a al-wa’d bi al-syira’ adalah penjualan surat berharga syariah
dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
Korporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan
berdomisili di Indonesia.

Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.™

?% SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 1



15

Tata Cara Pengajuan Usulan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah :

a.

BUS atau UUS yang akan menyampaikan usulan Instrumen PUAS selain
yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur
mengenal Instrumen PUAS, mengajukan surat usulan Instrumen PUAS
kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia
ini.

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai

dokumen sebagai berikut :

1) fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang
diusulkan;

2) opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap
Instrumen PUAS yang diusulkan;

3) penjelasan tentang Instrumen PUAS yang diusulkan, yang paling kurang
mencakup karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang
berwenang, infrastruktur yang diperlukan, dan analisis risiko Instrumen
PUAS tersebut;

4) konsep atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan;
dan

5) informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan serta berguna
untuk menilai manfaat dan risiko Instrumen PUAS tersebut.

Untuk BUS, surat pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang.

Untuk UUS, surat pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang dari kantor pusat BUK

atau oleh kepala UUS.

Dalam rangka mempertimbangkan kelayakan usulan Instrumen PUAS, BUS

atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia.

Setelah usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1

dipresentasikan, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan

persetujuan atau penolakan.
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g.  Sebagai tindak lanjut dari surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada angka 6, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank
Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS dimaksud.

h. BUS atau UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelahBank Indonesia menerbitkan

Surat Edaran Bank Indonesia.”'

Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah :

a. BUS, UUS, atau BUK dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh
BUS atau UUS.

b. Dalam melakukan transaksi di PUAS, BUS, UUS, atau BUK dapat
menggunakan Perusahaan Pialang.

c. BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan
informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada BUS, UUS, atau
BUK yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.**

Karakterisitik Dan Mekanisme Transaksi Repo Syariah :

a. Dalam Transaksi Repo Syariah, BUS, UUS, atau BUK wajib menggunakan
surat berharga syariah.

b. Dalam hal BUS, UUS, atau BUK melakukan transaksi repurchase agreement
atas SBS, BUS, UUS, atau BUK wajib melakukan transaksi tersebut melalui
Transaksi Repo Syariah.

c. BUS, UUS, atau BUK dapat melakukan Transaksi Repo Syariah baik sebagai
penjual maupun pembeli.

d. Karakteristik dan persyaratan Transaksi Repo Syariah sebagai berikut:

1) dilakukan dengan akad A/-bai’ ma’a al-wa’d bi al-syira’;

2) jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang
sesungguhnya (al-bai’ al-haqiqi) yang antara lain diikuti dengan
berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala

! SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 2
 Ibid, h. 4
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akibat hukum lain yang melekat padaSBS tersebut, antara lain namun
tidak terbatas pada hakatas imbalan SBS dan perubahan harga;

penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu
tertentu yang diperjanjikan dan pembeli SBS juga berjanji untuk menjual
kembali SBS terscbut pada waktutertentu yang diperjanjikan

(muwa’adah);

4) jual beli SBS menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati;

5)

berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Mekanisme Transaksi Repo Syariah sebagai berikut:

D
2)

3)

4)

5)

Penjual SBS dan Pembeli SBS adalah BUS, UUS, atau BUK.

Penjual SBS menjual SBS kepada pembeli SBS dengan menyepakati jenis
dan seri SBS yang akan dijual, nominal SBS, harga SBS, dan waktu
penyelesaian tahap pertama

Tanggal penyelesaian penjualan paling lama adalah 2 (dua) hari kerja
sejak tanggal transaksi. Jika hari kerja jatuh pada hari libur maka
penyelesaian penjualan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Untuk penyelesaian tahap kedua, penjual SBS berjanji untuk membeli
kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli
SBS berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu
yang diperjanjikan (muwa ‘adah) dengan menyepakati antara lain:

a) harga pembelian dan penjualan kembali; dan

b) waktu pembelian dan penjualan kembali SBS;

Pada waktu tertentu yang diperjanjikan, pembeli SBS menjual kembali
SBS dan penjual SBS membeli kembali SBS.”

Tata Cara Pelaporan :

BUS, UUS, dan BUK wajib melaporkan Transaksi PUAS kepada Bank

Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengAtur mengenai Pelaporan

transaksi PUAS.**

> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 4

> Ibid, h. 5
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Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia :
a. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap transaksi PUAS yang
dilakukan oleh BUS, UUS, atau BUK dengan cara sebagai berikut:
1) pemeriksaan langsung;
2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan; atau
3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Kcuangan.
b. Dalam melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan

Otoritas Jasa Keuangan.”

Tata Cara Pengenaan Sanksi :

a. BUS, UUS, atau BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/4/PBI/2015tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
dikenakan sanksi berupa:

1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
rupiah).

b. Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.
memuat antara lain perintah penghentian transaksi atas Instrumen PUAS yang
belum diatur dalam Surat EdaranBank Indonesia yang mengatur mengenai
Instrumen PUAS.

c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir
1.b. dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah
BUS, UUS, atau BUK yang ada di Bank Indonesia.

d. BUS, UUS, atau BUK yang tidak memenuhi ketentuan :

1) penggunaan surat berharga syariah dalam Transaksi Repo Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)dan

2) transaksi repurchase agreement atas surat berharga syariah dengan BUS,
UUS, atau BUK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang

%> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5
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Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi berupa teguran
tertulis.
Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4,
memuat antara lain perintah penghentian Transaksi Repo Syariah atau
transaksi repurchase agreement terkait.
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4

ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*

Korespondensi :

a.

Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait
pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang
berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta materi pelaporan
ditujukan kepada Bank Indonesia

dengan alamat:

Pusat Program Transformasi Bank Indonesia - ProgramPendalaman Pasar
Keuangan (PPTBI - P3K)

Gedung Thamrin Lantai 4

J1. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank
Indonesia akan memberitahukan kepada BUS, UUS, atau BUK melalui surat

dan/atau media lainnya.”’

Ketentuan Penutup :

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei

2015.

*® SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 6

" Ibid, h. 6
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

.28
Indonesia.

2. Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)
a. Pengertian Pasar Uang Antar Bank Syariah

Pengertian pasar uang antar bank syariah (PUAS) diatur dalam pasal 1
butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PB1/2005 tentang perubahan atas
PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan
investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip
mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian antar penanam dana dan pengelola
untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan keuntungan
tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah
disepakati sebelumnya. Pengertian lainnya terdapat pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37/DSN-MUI/X/2002
tanggal 23 Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya’ban 1423 Hijriyah, menyebutkan
bahwa Pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka

pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.”’

Pasar Uang Antar Bank Syariah merupakan salah satu sarana yang
memudahkan bank syariah untuk berinteraksi dengan bank syariah lain atau unit
usaha syariah Bank Konvensional. Pasar uang (Money Market) adalah suatu
wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan dengan calon konsumen
baik bertemu langsung maupun perantara atas transaksi permintaan atau
penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek

umumnya dibawah 270 hari™.

Pasar uang (money market) adalah mekanisme uantuk memperdagangkan
dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan

dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan

%% SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 7

*® Gemala Dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasurunsiansyariah di
indonesia. Jakarta : Prenada Media Grup, 2006. Hal. 110

%% Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005
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dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam
waktu jangka pendek juga. Mereke itu dipertemukan di dalam pasar uang,
sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan

unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.”!

Dalam hal Pasar Uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk
menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi dipasar tersebut terjadi
pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun
barang yang di transaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat
hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu

pula.”

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat
bervariasi, bisa surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun sampai
dengan surat berharga yang berjangka lima tahun, akan tetapi pada kenyataannya
sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat
berharga yang berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan surat
berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh

investor dipasar modal.

Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh
perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan
likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan
kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelola
dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

memerlukan adanya pasar uang antarbank (interbank call money).

Ketentuan umum pasar uang antar bank berdasarkan kepada Fatwa MUI

adalah :

'Andri  Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2009), h.201

*2 Muhammad Syafi’iAntonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.
2001. Hal 183
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1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang
antarbank yang berdasarkan bunga.

2) Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang
antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3) Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip
syariah.

4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3, adalah :

a) Bank syariah sebagai pemilik dan penerima dana

b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana
Ketentuan khusus pasar uang antarbank :

1) Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip
syariah adalah :
a) Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh
b) Musyarakah

¢) Qardh
d) Wadi’ah
e) Al-Sharf

2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam
butir 1. Menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh

dipindahkan tangankan sekali.”

b. Fungsi Pasar Uang

Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali
moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka
(channel for implementing policies). Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank
Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk
bank konvensional atai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank
syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

* Fatwa Dewan Syari’ah Nasional no:30/dsn-mui/x/2002, -Pasar-Uang_Antarbank-
Berdasarkan-Prinsip_Syariah (diunduh 20/12/11).
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atau Surat Berharga Pasar Uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sbagai

. . 4
instrumen ekspansi moneter.’

c¢. Persamaan dan Perbedaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan

Konvensional

Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank

Konvensional memiliki persamaan dan perbedaan yaitu :

Persamaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank
Konvensional adalah keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya
memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik merupakan
kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Kemudian Pasar Uang Antar Bank
Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Konvensional keduanya memiliki jangka
waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. Selain
itu dalam hal pembayaran keduanya dapat dilakukan dengan nota kredit melalui
kliring atau bilyet giro Bank Indonesia atau Transfer secara elektronis.

Perbedaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank
Konvensional adalah Pasar Uang Antar Bank Syariah tidak mendasarkan
transaksinya pada suku bunga melainkan pola bagi hasil, sedangkan Pasar Uang
Antar Bank Konvensional seluruhnya mendasarkan transaksi pada suku bunga,
kemudian Pasar Uang Antar Bank Syariah meliputi Bank Syariah dan Bank
Konvensional sedangkan Pasar Uang Antar Bank Konvensional hanya bank
konvensional. Dalam hal piranti yang digunakan dalam Pasar Uang Antar Bank
Syariah adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA),
sedangkan piranti yang umum digunakan dalam Pasar Uang Antar Bank
Konvensional adalah promes atau promisiary notes. Sertifikat Investasi
Mudharabah Antar Bank Syariah sebagai piranti utama Pasar Uang Antar Bank
Syariah hanya dapat dialihkan satu kali, sedangkan terhadap proses dapat

dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2009), h.211
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d. Tujuan Pasar Uang

Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan adalah inflasi tahunan
yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas
Bank Indonesia dibidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir
kebijakan moneter , salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip
syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi
kecukupan likuiditas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia

dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat kontraksi atau ekspansi.”

Tujuan lain pasar uvang adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi
lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau
menanamkan dananya. Karena keberadaan pasar wuang dalam sistem
perekonomian sangat mutlak dibutuhkan, diakibatkan banyaknya lembaga atau
perusahaan serat individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara
inflows dan outflows. Dengan demikian, dalam rangka peningkatan efisiensi
pengelola dana bank jika permasalahan ini dihubungkan dengan kondisi likuiditas
sebuah perbankan syariah, maka tentunya dibutuhkan suatu pasar uang antar bank
yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariah yang ada. Oleh karenanya Pasar
uang antar bank syariah dalam kancah perbankan syariah di indonesia ini dapat

memenuhi kebutuhan akan pasar uang tersebut.

e. Prinsip Pasar Uang

Prinsip pasar uang dalam syariah adalah memaksimalkan laba,
meminimalkan resiko dan menjamin slalu tersedianya likuiditas yang cukup, tidak
kurang dan tidak lebih. Dengan adanya fasilitas pasar uang antar bank, maka
bank-bank syariah akan mendapat kemudahan, untuk memanfaatkan dana yang
berlebih, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar Uang, dan
begitu sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank juga
dapat memperolehnya dari pasar uang. Namun karena surat berharga yang beredar

dipasar uang konvensional merupakan surat-surat berharga yang berbasis bunga,

Ibid, h.212
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maka bank-bank syariah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada, karena
perbankan syariah tidak diperbolehkan menjadi bagian dari aktiva maupun pasiva
yang berbasis bunga, hal ini merupakan kendala bagi kalangan perbankan syariah

dalam melakukan pengelolaan likuiditas.

f. Landasan Syariah dari Pasar Uang Antar Bank (PUAS)

Landasan surah dari pasar uang antar bank syariah berdasarkan ayat Al-

Qur”an Yaitu :

1) QS. al-Nisa’ [4]: 58:

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di

antara manusia, hendaklah dengan adil....”

2) QS. al-Baqarah [2]: 278:

]

\
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
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Peneliti membuat kajian penelitian terdahulu dalam bentuk tabel yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama
No Judul Peneliti Variabel Hasil
Peneliti
1 | Shorea Kebijakan Bank Satu Sistem  penilaian  yang
Novita Indonesia Mengatasi | Variabel | dilakukan oleh Bank
Wahyuni*® Likuiditas Bank- Indonesia terhadap tingkat
Bank Syariah Dalam kesehatan ~ bank  umum,
Transaksi Pasar likuiditas merupakan salah
Uang Antar satu faktor yang sangat
Bank  Berdasarkan mempengaruhi dalam
Prinsip Syariah penilaian kesehatan bank
(PUAS) umum.
2 | Any Pasar Uang Antar Satu Perkembangan PUAS
Widayatsari’’ | Bank Syariah Variabel | menjadi kendala karena
sedikitnya instrumen PUAS
saat ini  belum dapat
memenuhi kebutuhan pasar,
sehingga membuat transaksi
PUAS semakin menurun
3 | Nurul Huda®® | Hubungan Satu Hasil uji Kausalitas granger
Kausalitas Pasar | Variabel | ternyata antara pasar uang
Uang Syariah syariah dengan pasar uang
Dengan konvesional tidak terdapat

3% Novita Wahyuni, Shorea. “Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank
Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah”. 2011
37 Widayatsari, Any. “Pasar Uang Antar Bank Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Hukum

Islam, Vol. 4, No. 2

** Huda, Nurul. “Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan Konvensional.” 2008
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Konvensional hubungan  yang  saling
mempengaruhi

(independent).  Begitupula
antara SWBI dengan SBI
tidak ada saling
berhubungan (independent)

Dari tabel penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan

dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :

a. Persamaan penclitian terdahulu dengan penclitian yang akan dilakukan yaitu
sama-sama meneliti tentanng pasar uang antar bank syariah
b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu

terletak pada lokasi penelitian.




BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas
dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan
terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan

dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang
dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan
penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar
belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan
latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar
belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok
permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan

hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti
mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam
buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatifdipakai sebagai konfirmasi
awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan
diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda,

situasi berbeda, dan konteks berbeda.*

Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian
dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat
data dokumentasi. Setelah data dan diperoleh maka dilakukan pengolahan data

dan analisis.

¥ JR. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,

(Jakarta: GRASINDO, 2010 ) h. 98
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Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan

hasil penelitian.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pewakilan Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Utara J1. Balai Kota No. 4, Medan 20111.
Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Januari-Maret 2019.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Desember Januari Februari September Oktober

Kegiatan
2018 2019 2019 2019 2019

1 12 (3[4 |1 (2 (3 (4|1 (2|3 [4|1]|2 |3/4]1|2]3

Pengajuan Judul

Penyusunan

Proposal

Bimbingan

Proposal

Seminar Proposal

Pengumpulan
Data

Bimbingan

Skripsi

Sidang Skripsi

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian
adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.
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Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus
pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai
pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan

sebagai peneliti.
D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan
penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun

tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank Indonesia untuk melakukan
penelitian.

2. Pengumpulan data.

3. Analisis dan penelitian.

4. Kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data
1. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan

dalam bentuk angka.
2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari
mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber

data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber
pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini
adalah hasil dari wawancara Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan
Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen . Dalam penelitian ini, data
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sekunder yang digunakan adalah laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Indonesia (SEKI), buku, dan Jurnal Penelitian Tedahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling startegis
dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan.*

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

ialah:
1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara
bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan
dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan

dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap
masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga

peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua di antara yang
paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi
merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai cir1 spesifik bila
dibandingkan dengan teknik yang lain, berupa pengamatan kepada objek

penelitian.

1bid, h. 224
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif
analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan
data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan di

interprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (zrustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan
(credebility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan

kepastian (confirmability). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu :*!
1. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan
(credebility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu

ketekunan pengamatan dan triangulasi.
a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi
dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau
tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti
peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

*'' Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun
2016/2017, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h.
23-26
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b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode

pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

[ Wawancara ]4—,[ Observasi ]

[ Dokumentasi }

Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data
2. Kepastian

Keriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut non
kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar
subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada
persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan
seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif
sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif.
Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam

kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (thick description) bergantung pada pengetahuan seorang
peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan
hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat
mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.
Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang

dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Bank Indonesia Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907
bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Pura dan Tanjung Balai yang masing-
masing dibuka pada tanggal 3 Februari 1908 dan 15 Januari 1908. Kantor Bank
Indonesia Medan merupakan Kantor Cabang De Javasche Bank yang ke-11.
Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Pura dan Tanjung Balai sebagai
kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneterpemerintah Hindia Belanda

(atas usul De Javasche Bank).

Pada saat berdirinya Kantor Cabang Medan hanya menempati sebuah
bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk
pemerintah disediakan sebidang tanah didekat Esplande (lapangan umum) yang
pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik
moneter “Guldenisasi” Karesidenan Pantai Timur Sumatera. Rencana
pembangunan gedung kantor yang permanen bagi Kantor Cabang Medan
dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung kantor pusat (Jakarta
Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung
beberapa cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukan ciri arsitektur yang
sama mengikuti ciri arsitektur Eropa yang Khas pada zamannya, dengan
ditengarai oleh adanya kubah yang ada dipuncak atau bangunan. Kubah ini pernah
dihilangkan pada tahun 1956, lalu dibangun kembali ketika dilakukan reslorasi
besar pada tahun 2002.

Stelah kemerdekaan, De Javasche Bank dinasionalisasikan oleh Presiden
Soekarno menjadi Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan
komersial sesuai dengan Undang-Undang (UU) Bank Sentral tahun 1953. Dengan

perubahan tersebut, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia Medan.

34
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Setelah reorganisasi Bank Indonesia pada Desember 2014, sebutan kantor
cabang berubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Utara (KPwBI) dan berlaku sampai saat ini.

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pertama kali
dipimpin oleh L. Von Hemert dan pada tahun1951 saat nasionalisasi pimpinan
cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat UU Bank Indonesia 1953
diberlakukan, pimpinan cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia

pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai.

Kemegahan gedung Bank Indonesia Medan sampai saat ini masih bisa
disaksikan. Bangunan ini tergolong mujur dalam hal kepemilikannya, karena
Bank Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian bangunan tua
yang dimilikinya meskipun bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai bangunan
cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan
Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2012.

2. Logo Bank Indonesia
Logo Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Intern No.11/40/INTERN
tanggal 29 Juni 2009, logo ataupun lambang dari Bank Indonesia adalah seperti

yang terdapat pada gambar 4.1

(IB) BANK INDONESIA

EANK SENTRAL REPUBLIK INDOMNESIA

Gambar 4.1
Logo Bank Indonesia

Sumber : www.bi.go.id
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Sejarah perkembangan logo Bank Indonesia yang telah mengalami

perubahan 7 kali sejak tahun 1953 hingga 2005.

Logo Bank Indonesia yang sekarang ini ternyata mengadaptasi logo De
Javasche Bank dengan mengubah huruf “J” menjadi huruf “I”. Makna dari warna
biru pada logo Bank Indonesia adalah keutuhan langit dan laut kepulauan
nusantara yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

menyiratkan kesatuan dan persatuan.

3. Visi Bank Indonesia

Menjadi lambang Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional
melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang

rendah dan nilai tukaryang stabil.

4. Misi Bank Indonesia

1) Mencapai stabilitas Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan
moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efesien serta
mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung
alokasi sember pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan
dan stabilitas perckonomian nasional.

3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efesien, dan lancar yang
berkontribusi terhadap perckonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem.

4) Keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan
nasional

5) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang
menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta
melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.



Struktur Organisasi

KANTOR PERWAKILAN BANK
INDONESIA

Grup Pengembangan Ekonomi,
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5. Struktur Organisasi KPwBI Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

SP dan MI
Divisi Advisory Divisi SP.  KPWDN Sibolga
Pengembangan Komunikasi dan e KPwDN Pematang
Ekonomi Daerah Layanan Publik Siantar
Tim Asesmen dan Unit Komunikasi Tim Pengelola Uang Tim Manajemen
Advisory Dan Layanan Rupiah Intern

Unit Pengendalian
Inflasi Daerah

Unit Pengawasan
Perizinan, dan
Informasi SP

Tim Data dan Statistik
Ekonomi dan Keuangan
Daerah

Unit Oprasional SP.

Non Tunai dan
Keuangan Inklusif

Unit Distribusi

Unit Logistik

Tim Pelaksanaan
Pengembangan UMKM

E Fungsional
|:| Struktural

—— Hubungan Komando

------- Hubungan Koordinasi

Uang I 1 Sekretarial
dan Anggaran
Unit
Layanan & Unit SDM
Administrasi kas Protokol dan
Pengamanan

Unit Pengelola

Uang

Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPwBI Sumatera Utara



38

6. Bidang Kerja KPwBI Sumatera Utara

a. Divisi Advisory Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Tugas Pokok :

1))

Mengumpulkan informasi, mengelola dan menyusun statistik ekonomi dan

keuangan daerah untuk kebutuhan stakeho,ders internal dan eksternal.

2) Melaksanakan survei dalam mendukung perumusan kebijakan Bank
Indonesia dan fungsi advisory

3) Melaksanakan kegiatan [Jiaison dalam rangka mendukung perumusan
kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory

4) Menyusun Regional Financial Account dan Regional Balance Sheet (RFABS)

5) Mengelola dan menata usaha laporan bank dan non bank (a.l. sandi dan hak
akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layana helpdesk)

6) Mengelola administrasi Giro Wajib Minimum (GWM), pembayaran jasa giro
dan pembinaan.

7) Memberikan layanan informasi Debitur Individual (IDI) dan menangani
keluhan terkait data Sistem Informasi Debitur (SID).

b. Tim Asesmen dan Advisory

Tugas Pokok :

1) Penyelenggara Asesmen Lokal (Warkat Debet)

2) Pengelola Data Keuangan Elektronik (DKE)

3) Pengelola dan penata usaha data penarik cek/bilyet giro kosong

4) Penerbitan daftar Hitam Lokal

5) Monitoring Penyelenggaraan Asesmen Lokal Non BI

6) Perhitungan dan Pembebanan biaya proses pilah

7) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia

8) Pengelola Anggaran

Menyediakan layanan helpdisk kepada peserta Asesmen sehubungan dengan
SKN-BI
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¢. Tim Data, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tugas Pokok :

1)

Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menata usahakan dan

memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank

2) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi ekonomi, keuangan perbankan
dan demografi di wilayah kerja

3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan kantor pusat dan Bank
Indonesia

4) Melakukan kegiatan Liaison dalam rangka pengumpulan data dan informasi
dari pelaku ekonomi (Perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan dan
asosiasi)

5) Mengelola dan mengembangkan database informasi perekonomian daerah

d. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas Pokok :

1) Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan
kapasitas ekonomi

2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM
a.l. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program
pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM
dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3) Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan
UMKM

4) Melakukan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder setempat

dalam rangka pengembangan UMKM
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e. Divisi SP, Komunikasi dan Layanan Publik

Tugas Pokok :

1) Melaksanakan distribusi uang

2) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)

3) Melakukan pengelolaan khasanah

4) Memberikan pelayanan kas

5) Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (UPAL)

6) Melakukan administrasi dan helpdesk setoran dan penarikan bank

7) Melakukan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau
persediaan supplies

f. Unit Komunikasi dan Layanan Publik

Tugas Pokok :

1) Melaksanakan sistem perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan)
Kegiatan Layanan Uang (KLU)

2) Melaksanakan pengawasan Kegiatan Layanan Uang (KLU)

3) Melaksanakan perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan) dan
Pengawasan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) bukan bank

4) Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta
melaksanakan pengawasan kas titipan

5) Memberikan rekomendasi perizinan dan melakukan pengawasan terhadap
Koordinator Pertukaran Warkat Debet (KPWD) selain Bank Indonesia

6) Mengelola data dan informasi Sistem Pembayaran (SP) dan Pengelolaan
Uang Rupiah (PUR)

7) Menyusun kajian terkait SP PUR



g. Tim Pengelola Uang Rupiah
Tugas Pokok :

1) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan
jawaban hitung ulang manual uang kertas

2) Mempersiapkan modal kerja, melaksankan
jawaban hitung ulang manual uang logam

3) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan
jawaban hitung manual-MSUK

4) Mempersiapkan modal kerja, nelaksanakan
jawaban pemusnahan Uk dan MRUK

5) Mempersiapkan modal kerja, melaksankan

jawaban peleburan uang

h. Unit Distribusi Uang

Tugas Pokok :

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

dan

dan

dan

dan

dan
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pertanggung

pertanggung

pertanggung

pertanggung

pertanggung

1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring kebutuhan

uang untuk kebutuhan Bank Indonesia setempat dan Bank Indonesia lainnya

yang berada diwilayah kerjanya (dalam hal ini Bank Indonesia berperan

sebagai Kantor Depot Kas)

2) Melakukan pengelolaan khasanah yaitu penyiapan dan pengambilan modal

kerja, pengelola persediaan kas (termasuk Kas Besar Titipan DPU),

pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/surat-surat berharga serta

penguncian dan pengamanan khasanah

3) Melakukan tindakan lanjutan atas :

a) Temuan selisih lebih/kurang hasil hitung ulang disebabkan karena

selisih jumlah, perbedaan pecahan dan uang palsu

b) Laporan temuan uang palsu dan stakeholders

c¢) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang

4) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan sistem pengedaran uang
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5) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengatur tugas kasir dan
anggaran operasional kas

6) Menyiapkan dan melaksanakan proses penunjuk pihak ketiga sebagai
pelaksana jasa kas, sebagai PPUPK dan peleburan Uang Logam (UL), Tidak
Layak Edar (TLE)

7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga pelaksanaan
jasa kas seperti perusahaan penukar uang pecah kecil/POSINDO, cash center
atau jasa lainnya seperti peleburan uang

8) Memantau dan melaporkan pemeliharaan kas/sarana lainnya

9) Memantau penggunaan dan persediaan supplier yang dibutuhkan dalam
kegiatan operasional kas

10) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi vang diwilayah
kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Pusat

11) Melakukan transaksi dan pertanggung jawaban Setoran Bank dan Non Bank

12) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi pertanggung jawaban
Bank dan Non Bank

13) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban
penukaran

14) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban
kegiatan layanan kas diluar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan

15) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban

penjualan Uang Rupiah Khusus (URK)

i. Unit Layanan dan Administrasi Kas
Tugas Pokok :

1) Settlement Transfer melalui BI-RTGS untuk kepentingan pengeluaran
pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya

2) Penata usahaan rekening nasabah (termasuk pemerintahan daerah dan
lembaga lain terkait dengan tugas BI)

3) Settlement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening

pemerintah dan rekening lainnya
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4) Penata usahaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia

5) Pengiriman DKE melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah
(atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya

6) Menganalisa prilaku dan perkembangan SP Non Tunai di Bank Indonesia

7) Tata usaha Money Remillance

8) Kajian prilaku SP Non Tunai

9) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia

10) Menyediakan layanan helpdesk kepada peserta BI-RTGS

11) Melaksanakan survei atas layanan SP Non Tunai

12) Pengelolaan database (rekening, user dan database lainnya) BI-SOSA dan
BI-RTGS

13) Pengelolaan transaksi (akunting dan anggaran) BI-BISA

14) Pengelolaan anggaran

15) Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka desiminasi

ketentuan SP kepasa stakeholders didaerah

j.  Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran
Tugas Pokok :

1) Melakukan penerimaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi program
kerja dan anggaran Bank Indonesia

2) Menatausaha dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa

3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas serta
sarana lainnya

4) Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan

5) Menyelesaikan tagihan sumber daya energy, jasa dan lainnya kepada pihak

ketiga
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k. Unit SDM, Protokol dan Keamanan
Tugas Pokok :

1) Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses
hukum

2) Melaksanakan dan menatausaha kegiatan pengamanan gedung kantor, tata
tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas asesmen, rumah dinas,
serta sarana lainnya

3) Menatausahakan surat, warkat masuk maupun keluar dan dokumen lainnya
termasuk mengelola sentral khasanah arsip

4) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas
pengamanan

5) Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta
gangguan kamtib terhadap personil material, acara kedinasan, sosial
kepegawaian dalam keadaan norma dan darurat, termasuk karena dampak

bencana alam

B. Temuan Penelitian

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asisten Manajer Fungsi
Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Sumatera Utara sebagai berikut :
1. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah

Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah saat ini meningkat.
Meningkatnya Pasar Uang Antar Bank Syariah ini dikarenakan peserta atau
pelaku Pasar Uang Antar Bank Syariah merasa aman melakukan transaksi dalam
Pasar Uang Antar Bank Syariah. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah
mampu menarik perhatian dikalangan ekonomi terutama kalangan ekonomi
syariah. Sehingga Pasar Uang Antar Bank Syariah mengalami peningkatan setiap

tahunnya.
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Dalam Surat Edaran yang diterbitan oleh Bank Indonesia tahun 2015 Prihal
Pasar Uang Antar Bank Indonesia menjelaskan Pasar uang (Money Market)
adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan dengan calon
konsumen baik bertemu langsung maupun perantara atas transaksi permintaan
atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek

umumnya dibawah 270 hari.

Andri Soemitra juga menjelaskan pengertian perbankan dalam buku yang
berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang pengertiannya sebagai
berikut, Pasar uang (money market) adalah mekanisme uantuk memperdagangkan
dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan
dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan
dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam
waktu jangka pendek juga. Mereke itu dipertemukan di dalam pasar uang,
sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan

unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.

2. Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah

Ada beberapa Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank
Syariah yaitu : a) Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum
Konvensional dapat membeli Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yang
diterbitkan oleh Bank Umum Syariah Atau Unit Usaha Syariah. b) dalam
melakukan Transaksi Di Pasar Uang Antar Bank Syariah, Bank Umum Syariah,
Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Konvensional dapat menggunakan
Perusahaan Pialang. ¢) Bank Umum Syariah Atau Unit Usaha Syariah yang
menerbitkan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah harus memberikan
informasi terkait dengan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yang
dimaksud kepada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang akan membeli Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Prihal Mekanisme

Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah menjelaskan : a) BUS, UUS,
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atau BUK dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
b) Dalam melakukan transaksi di PUAS, BUS, UUS, atau BUK dapat
menggunakan Perusahaan Pialang, ¢) BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen
PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud

kepada BUS, UUS, atau BUK yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.

3. Pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang

Antar Bank Syariah

Cara pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar
Uang Antar Bank Syariah antar lain : a) Bank Indonesia dapat melakukan
pemeriksaan kepada Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah untuk memastikan
kapatuhan Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah terhadap pelaksanaan
Peraturan Bank Indonesia. b) Pemeriksaan yang dimaksud yaitu Pemeriksaan
Langsung, Pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan
Menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). c) dan
dalam melakukan pemeriksaan kepada Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah,
Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 pasal 9 Prihal Pemeriksaan
Bank Indonesia terhadap peserta Pasar uang Antar Bank Syariah seperti : a) Bank
Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS untuk memastikan
kepatuhan peserta PUAS terhadap pelaksanaan peraturan Bank Indonesia ini.
b)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: 1) pemeriksaan langsung; 2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa
Keuangan; atau 3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
c) Dalam melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS, Bank Indonesia

berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
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C. Pembahasan

Penerapan Kebijikan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi
pasar uang antar bank syariah saat ini dilakukan dengan sangat baik, hal ini dapat
dilihat dari perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah, Mekanisme Transaksi
Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah, serta Pemeriksaan yang dilakukan

Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah saat ini meningkat,
dikarenakan Peserta atau Pelaku Pasar Uang Antar Bank Syariah merasa aman
melakukan transaksi dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah. Pasar Uang Antar
Bank Syariah mampu menarik perhatian dikalangan ekonomi terutama ekonomi

syariah, sehingga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yaitu a)
Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional dapat
membeli instrumen yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha
Syariah. b) dalam melakukan transaksi di Pasar Uang Antar Bank Syariah, Bank
Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional dapat
menggunakan Perusahaan Pialang. ¢) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha
Syariah yang menerbitkan instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah harus

memberikan informasi terkait dengan instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar
Uang Antar Bank Syariah untuk memastikan peserta Pasar uang antar bank
syariah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank
Indonesia, cara pemeriksaan yang dilakukan bank indonesia yaitu pemeriksaan
langsung, pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan, dan menggunakan data

hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Prihal Pasar
Uang Antar Bank Syariah pada tahun 2015 menjelaskan Pasar Uang Antar Bank
Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan
prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing. Transaksi yang

dilakukan meliputi Transaksi Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah seperti,
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Transaksi penjualan surat berharga syariah oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha
Syariah, atau Bank Umum Konvensional kepada Bank Umum Syariah, Unit
Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional lainnya yang dilakukan
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu

yang diperjanjikan.

Dalam sebuah teori terdapat kebijakan Bank Indonesia Mengenai Pasar
Uang Antar Bank Syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip
Syariah dan dalam Surat Edaran No. 17/10/DKMP 29 Mei 2015 Prihal Pasar
Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam teori lain menyatakan pasar uang adalah mekanisme untuk
memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari
satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama
yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Mereka dipertemukan
didalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang
dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang

yang berlebih tersebut.

Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali
moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka
(channel for implementing policies). Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank
Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk
bank konvensional atai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank
syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
atau Surat Berharga Pasar Uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sbagai

instrumen ekspansi moneter.

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan tentang pasar uang antar
bank syariah dimana penerapan kebijakan Bank indonesia telah diterapkan oleh
peserta pasar uang antar bank syariah dalam instrumen pasar uang antar bank
syariah, transaksi surat berharga berdasarkan prinsip syariah, surat berharga

syariah. Instrumen pasar uang antar bank syariah adalah instrumen keuangan
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berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi pasar uang
antar bank syariah, transaksi surat berharga berdasarkan prinsip syariah adalah
transaksi penjualan surat berharga syariah oleh bank umum syariah, unit usaha
syariah, atau bank umum konvensional kepada bank umum syariah, unit usaha
syariah, atau bank umum konvensional lainnya yang dilakukan berdasarkan
prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang
diperjanjikan, dan surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun korporasi sebagai bukti
penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata vang
rupiah maupun valuta asing. Penerapan pasar uang antar bank syariah mampu

membuat Pasar Uang Antar Bank Syariah meningkat dikalangan ekonomi syariah.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang Analisis Kebijakan Bank

Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah dapat peneliti

simpulkan sebagai berikut :

1.

Adanya Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Pasar Uang Antar Bank
Syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip
Syariah dan dalam Surat Edaran No. 17/10/DKMP 29 Mei 2015 Tentang
Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.

Kebijakan Bank Indonesia tentang Perkembangan Pasar Uang Antar
Bank Syariah telah diterapkan dengan sangat baik, sehingga jumlah
Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah mengalami peningkatan sctiap

tahunnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang Analisis Kebijakan Bank

Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah peneliti memberi

saran sebagai berikut :

1.

Bank Indonesia tetap mengawasi transaksi pada pasar uang antar bank
syariah agar transaksi pasar uang antar bank syariah semakin meningkat.

Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian tentang Analisis Kebijakan
Bank Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah
disarankan agar lebih memahami tentang kebijakan yang diterbitkan oleh

Bank Indonesia.
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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami
mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa
kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama ¢ Lia Juliana Sari
NPM : 1501270130
Semester : VI

Fakultas : Agama lslam

Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank

Syariah
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Semoga Allah meridhot segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatul
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%
Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JI. Kapten Mukhtar Basri No. 3
MEDAN

Perihal : Keterangan Selesai Riset

MEI:'ILJHJL.I;( surat Saudara No 79/1.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 19 Februari 2019 pernhal Izin
Riset, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Saudara atas nama Lia Juliana Sari
(NPM.1501270130) Program Studi Perbankan Syariah telsh selesai melakukan riset melalui
wawancara langsung kepada pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumnatera
Utara,

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI 5U TERA}JTARA

Anali nior

!l Balai Kota No, 4, Medan 20111, Indonesia. Tel: 62-61-4150500 www.bl.go.id
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